
 

 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

: 
: 
: 
: 

086/PM.00.02/K.BB-05/8/2024 
- 
- 
Imbauan Netralitas Aparatur Sipil 
Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 
Belitung dalam Pelaksanaan Pawai 
Pembangunan 

Tanjungpandan, 29 Agustus 2024 

 

Kepada Yth. Panitia Pawai Pembangunan Kabupaten Belitung 

di – 

      tempat 

 

Dengan hormat, 

 

Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negara 

Sipil; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024. 

 

Dengan Hormat, 

Berkenaan akan dilaksanakan Pawai Pembangunan Kabupaten Belitung yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada tanggal 31 Agustus 2024 

dan sehubungan telah memasuki Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 

khususnya Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung 

yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Agustus 2024, maka Bawaslu Kabupaten 

Belitung mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, 

mengatur ketentuan: 

“pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan 

partai politik”. 



b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 

mengatur ketentuan: 

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota 

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon”. 

c. Bahwa berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur 

ketentuan: 

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau 

sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 

(enam juta rupiah)”. 

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau 

kepada Panitia Pawai Pembangunan Kabupaten Belitung dalam menyelenggarakan 

Pawai Pembangunan Kabupaten Belitung untuk: 

1. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Belitung pada 

sebelum, selama dan/atau sesudah pelaksanaan Pawai Pembangunan; 

2. Memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Belitung pada sebelum, 

selama dan/atau sesudah pelaksanaan Pawai Pembangunan tidak membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

Pasangan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Kabupaten Belitung; dan 

3. Memastikan Peserta Pawai Pembangunan dalam pelaksanaannya tidak 

memasukkan unsur memihak kepada salah satu Bakal Pasangan Calon yang 

sudah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Belitung. 

e. Bahwa apabila terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan Pawai Pembangunan khususnya terkait Pelanggaran Netralitas 

Aparatur Sipil Negara (ASN) maka Bawaslu Kabupaten Belitung akan 

menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana 

mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tembusan Yth :  

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung. 

 https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung


